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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Mengingat

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023.

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 47 TAHUN 2023

BUPATI BANGKALAN 
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

2. Undang-Undang 
Perbendaharaan

Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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2011

Nomor
Negara

2004 
Negara

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 
Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Propinsi 
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6868);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323);

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
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MEMUTUSKAN

Pasal 1

3.

5.

6.

7.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2023

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 
2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 
Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan Nomor 74);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 
Nomor 2/A);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 1 Seri A);

23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 
Nomor 2 Seri A ).

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan 
Daerah Otonom.

4. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah 
yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 
tahun anggaran berkenaan.
Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah 
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran berkenaan.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 
baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
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Pasal 2

127.421.494.498,00Rp

Rp 0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini, terdiri dari:

Jumlah pembiayaan neto 
Setelah Perubahan 
Sisa lebih pembiayaan 
anggaran setelah perubahan

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

2.235.455.802.254,00
97.606.380.661,00

2.333.062.182.915,00

2.327.635.802.254,00
152.847.875.159,00

2.480.483.677.413,00

132.180.000.000,00
15.241.494.498,00

147.421.494.498,00

40.000.000.000,00
(40.000.000.000,00)

0,00

APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dengan 
rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah

1. Semula
2. Bertambah
Jumlah Pendapatan Daerah 
Setelah Perubahan

b. Belanja Daerah
1. Semula
2. Bertambah 
Jumlah Belanja Daerah 
Setelah Perubahan

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula
b) Bertambah 
Jumlah Penerimaan 
Pembiayaan Setelah 
Perubahan

2. Pengeluaran Pembiayaan
a) Semula
b) Berkurang 
Jumlah Pengeluaran 
Pembiayaan Setelah 
Perubahan

8. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas 

daerah.
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Lampiran Ia.

b. Lampiran II

c.

Lampiran Ve.

f.

g-

i.

j- Lampiran X

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang 
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, 
Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, 
dan Pembiayaan;
Penjabaran Perubahan APBD Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Hibah;

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Bantuan Sosial;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum 
dan Bersifat Khusus;

Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Belanja Bagi Hasil;

Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan;

h. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana 
Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi*) Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ 
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan 
Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran APBD dengan 
Program Prioritas Perbatasan Negara.
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Pasal 4

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*

LIA EDIE

SEKRETARIS

ZAIRINSJAH

//

Ditetapkan di Bangkalan 
pada tanggal 26 OCT 2023

< il^TI BANGKALAN,

8LJPATEN BANGKALAN, 

kvA
^11

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD dituangkan lebih 
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang- 
undangan.

___________

O" \ ____ - ~
fe^jMAD TAl

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023 
NOMOR SERI A

\\o- 
MOH/

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Diundangkan di Bangkalan 
pada tanggal 26 OCT 2023

W


